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BAB IV 

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG 

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM 

KELUARGA DI POLRES BENGKULU 

 

A. Faktor Penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam 

Keluarga Di Polres Bengkulu  

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Bengkulu diperoleh 

keterangan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian 

tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu :. 

1. Menurut Responden Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres  

Bengkulu 

a. Menurut Bripka M.Zainur Kosim selaku penyidik pembantu 

Satuan Reskrim Polres Bengkulu yang menjadi faktor penghambat 

dalam penyelesaian tindak pidan pencurian dalam keluarga di Polres 

Bengkulu yaitu susahnya memberikan arahan kepada pihak korban 

pencurian dalam keluarga agar menyelesaikan perkara pencurian 

tersebut di kepolisian saja karena adanya korban yang sering 

bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Setelah polisi 

memberikan masukan dan memberikan penjelasan yang banyak 

mengenai akibat-akibat yang diterima korban jika tetap ingin 

dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam 
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keluarga dan menimbulkan dendam yang mendalam dalam satu 

keluarga, yang pada akhirnya pihak korban sepakat untuk 

menyelesaikannya dengan mediasi.65 

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Bambang Harianto 

sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu bahwa 

faktor penghambat dari penyelesaian tindak pidana pencurian dalam 

keluarga di Polres Bengkulu yaitu pihak polisi kesulitan dalam hal 

memberikan arahan kepada korban pencurian dalam keluarga yang 

menginginkan kasus pencurian dalam keluarga tersebut diteruskan 

ke Pengadilan. Pihak polisi harus memberikan penjelasan yang 

banyak kepada korban yang supaya korban menyelesaikan kasus 

tersebut di kepolisian saja karena kasus tersebut dilakukan oleh 

anggota keluarga sendiri.66 

c. Menurut Brigadir Sudiro sebagai penyidik pembantu Satuan 

Reskrim Polres Bengkulu yang merupakan faktor penghambat 

penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu kesulitan 

pihak polisi dalam hal memberikan arahan kepada korban pencurian 

dalam keluarga untuk diselesaikan dengan musyawarah di 

kepolisian, sehingga memakan waktu yang lama dan penjelasan yang 

                                                            
65 Wawancara dengan Bripka M.zainur Kosim selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim 

Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014. 
66 Wawancara dengan Bripka Bambang Harianto selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim  

Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014 
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panjang untuk korban menyelesaikan kasus pecurian dalam keluarga 

tersebut di kepolisian saja.67 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pencurian dalam 

keluarga yaitu kesulitan pihak polisi dalam memberikan arahan kepada pihak 

korban agar menyelesaikan perkara pencurian dalam keluarga tersebut secara 

mediasi saja di Polres Bengkulu. 

 

B. Faktor Pendukung Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam 

Keluarga Di Polres Bengkulu. 

  Berdasarkan hasil wawancara di Polres Bengkulu bahwa yang menjadi 

faktor pendukung dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian 

dalam keluarga di Polres Bengkulu adalah : 

1. Menurut Responden Kasat Reskrim Polres Bengkulu 

Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP 

Amsaludin bahwa yang merupakan faktor pendukung dalam penyelesaian 

tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu adanya 

peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana dengan 

ADR yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 dalam Pasal 14 huruf f tentang 

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam 

                                                            
67  Wawancara dengan Brigadir Sudiro selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres 

Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014 



56 
 

 

Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri Nomor 

B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan 

Kasus Melalui ADR. 68 

 

2. Menurut Responden Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres 

Bengkulu 

a. Menurut Bripka M. Zainur Kosim selaku penyidik pembantu Satuan 

Reskrim Polres Bengkulu membenarkan bahwa, faktor pendukung 

polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di 

Polres Bengkulu yaitu Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops 

Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penganan Kasus Melalui ADR 

berbunyi : 69 

1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai 
kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui 
konsep ADR. 

2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 
disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila 
tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan 
proporsional. 

3) Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus 
berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh 
masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat. 

4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 
menghormati norma hukum/adat serta memenuhi azas keadilan. 

5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang 
ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi 
kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan 
memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. 

                                                            
68 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 6 

Februari 2014. 
69 Wawawancara dengan M.Zainur Koseim selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres 

Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014. 



57 
 

 

6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR 
supaya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra 
produktif dengan tujuan Polmas. 
 

b.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Bambang Harianto 

sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu bahwa 

faktor pendukung dari penyelesaian tindak pidana pencurian dalam 

keluarga di Polres Bengkulu yaitu adanya dasar hukum yang jelas 

yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan 

Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Polri dan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 

Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. Jika tidak 

ada dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana 

di kepolisian maka pihak polisi tidak akan menyelesaikan tindak 

pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu tetapi diteruskan 

ke Pengadilan.70 

c.  Menurut Brigadir Sudiro sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim 

Polres Bengkulu yang merupakan faktor pendukung penyelesaian 

tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu adanya dasar hukum 

yang jelas untuk menyelesaiakn tindak pidana pencurian dalam 

keluarga di Polres Bengkulu yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 dalam 

Pasal 14 huruf f tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 

Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri berbunyi: 

                                                            
70  Wawawancara dengan Bripka Bambang Harianto selaku penyidik pembantu Satuan 

Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014. 
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Penerapan konsep alternative dispute resolution (pola 
penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatife yang lebih 
efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses 
hukum atau non ligitasi), misalnya melalui upaya perdamaian. 

Di samping itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor 

B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang 

Penanganan Kasus Melalui ADR.71 

Berdasarkan  hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor  pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah 

adanya dasar hukum yang jelas mengenai penyelesaian tindak pidana di 

Kepolisian yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi 

Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan 

disamping itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops 

Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penganan Kasus Melalui ADR, sehingga 

mempunyai kekuatan hukum apabila nanti salah satu pihak melakukan tuntutan 

dikemudian hari. 

 

 

 

 

 

                                                            
71 Wawancara dengan Brigadir Sudiro selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres 

Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1.Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di  Polres  

Bengkulu 

3. Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga 

di Polres Bengkulu yaitu : melakukan proses mediasi pencurian dalam 

keluarga secara musyawarah dengan tidak memihak ke pihak manapun. 

Membuat surat perjanjian setelah ditemukannya kesepakatan antara 

korban dan pelaku, mewajibkan pihak pelaku melakukan ganti rugi 

berdasarkan permintaan korban. Memberikan pelayanan secara ikhlas 

dari awal pengaduan sampai selesainya kasus. 

4. Alasan-alasan polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam 

keluarga yaitu: mengutamakan kesepakatan antara korban dan pelaku  

karena pencurian itu terjadi di dalam keluarga dan merupakan delik 

aduan. Menghindari perpecahan dalam keluarga dan memberikan efek 

jera kepada pelaku, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. 

Bagi kepolisian penyelesaian dengan non ligitasi mengurangi 

penumpukan berkas perkara di Pengadilan. 
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2. Faktor penghambat dan pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian 

dalam keluarga di Polres Bengkulu  

(a) Faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga 

di Polres Bengkulu yaitu :  kesulitan pihak polisi dalam memberikan 

arahan kepada pihak korban, supaya tidak meneruskan perkaranya ke 

Pengadilan. 

b) Faktor pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga 

di Polres Bengkulu yaitu : adanya dasar hukum pihak polisi dalam 

penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres 

Bengkulu.  

 

B. SARAN 

1. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian hendaknya membuat aturan khusus 

mengenai penyelesaian perkara pidana melalui ADR yang memuat tentang 

tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana non litigasi dan menjelaskan 

tentang rincian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan jalur non 

litigasi. 

2. Setiap korban tindak pidana pencurian dalam keluarga hendaknya 

mempertimbangkan dahulu akibat-akibat buruk yang akan diterima jika 

perkara tersebut diproses ke pengadilan, supaya penyelesaian tindak pidana 

pencurian dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi 

perpecahan dalam keluarga. 
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